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BUPATI LAMONGAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi aparatur 

Mengingat 

Kecamatan sebagai gans terdepan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 
pembinaan kemasyarakatan, perlu adanya 
penegasan kewenangan camat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana 
dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan 
dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 354 7), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 
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18 Tahun 2016 9. Peraturan Pemerintah Nomor 
tentang Perangkat Daerah 
Republik Indonesia Tahun 

(Lembaran Negara 

2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 
8); 

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten 
Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2016 Nomor 88). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN 
KABUPATEN LAMONGAN. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan (Serita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 88, diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 
Desa dan/ atau Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh 
Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 
(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1), Camat memiliki fungsi: 
a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; 
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan 

Peraturan Bupati; 
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat 

Kecamatan; 
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa 

atau sebutan lain dan/ atau kelurahan; 
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h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan 

menjadi 

oleh unit 
kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; 
dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 16 Oktober 2017 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 16 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN, 

ttd. 
YUHRONUR EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 
TAHUN 2017 NOMOR 46 

BUPATI LAMONGAN 

ttd. 
FADEL! 
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